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Bahwa dengan ssemakin pasatnya cerkempangan di
bidang usaha perkarntoran ceswasa  1ini perlu
Juga diikuti dengan penataan wusaha dimaksud,
karena usaha ini merupakan kegiatan yang meng
konsentrasibkan daya manusia, darma dan  segala
kegiatan fisiknya

Babwa sebagai upava untul mermata menertibkan
tempart usaha Jasa dan perkantoran di Wilayan
kotamadya Dasrah Tingkat 17 Surabaya sebagai
marna dimaksud pada huruf a bonsideran ini, agi
pandang perlu menetapkarn  ketentuan—ketentuan
tarsebut dengsn suatu Foraturan Daerah.

Urdang Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang
Pokok Pokolk Femer intanan Zi Daeran g

Undang Undang Nomoy 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daeran kota Eesar agalam lingkung
an FPropingi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jaws Barat
dan daeran Istimewa Yogyakarta Jjumcto  Undang
Undang Nomor 2 Tahun 1965

Undang Undang Nomor 8 Tanun 1360 tentang Fer
aturan Dasar Polok Pokok Agraria ;
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1331 tentang
Hukum Acara Pidana

Reraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
1374 tentang EBentuk Peraturan Daerah 3

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
1987 tentang Fedoman Feryusunan Fencana Kotaj

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tanun
1387 tentang Fenertiban Fungutan—-pungutan dan
Jangka Waktu Terhadap Femberian Izin Undang
Undang Gangguan



8. Feraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 59
Tahun 133% tentang Farndirien  Bangun—-bangunan
dalam Daerah Fota Eesar Surabasya Jjuncto FPer
aturan Daerah Nomery 16 Tahun 1932 ;

¥l

. Feraturan Daerah Kotamadya Dasrab Tingkat 11
Surabaya Nomor 22 Tanun 1378 tentang Master
Flan Surabaya 2000 ¢

10, Peraturan Daerah Keovamadya Daerah Tingkat Il
Surabaya Nomor 12 Tanun 1987 tentang Penyidik
Fagawal Negeri Sipil dilingkungan Femerintah
Fotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetuyjuan Dewan Ferwakilan Fakyat Daeraenh rKotamadya Dae
rah Tingkat II Surabaya,

MEMUTUS KAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

SURABAYA TENTANG USAHA PERKANTORAN D1 WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAR 1
KETENTUAN UMUM
Fasal 1

Dalam Feraturan Daerah ini yang dimaizsud dengan
igtilah =

a. Femerintan Daerah, ialah Pemerintar kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaye ;

h. Kepala Daeran, 1alab kalikotamadys Fepala Dae
rah Tingkat II Suwrabaya

Dagrah, ialah Fotamadya Dasrah  Tingkat II
Surabaya

it
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d. Dinas, ialah Dinas Daerah vyamg mengelola
urusan tertentu yang diserabhkan kepada Daerah
zaebagai pelaksanaan Otonom: Daerah

e. Pepjabat yang ditunjuk, ialah pejabat diling-—
kungan Pemerintah Daerah yang aituniuvk sesuai
kewenangannya ;

f. Usaha Ferkantoran, ialah tempat dimana segala
kegiatan atauw pekerjaan tata usaha dan atau
adminigtrasi dilakukan



g. Usaha Ferikantoran, 1alanh segala usaha yang
havrkalt an dengen  kegiatan kantor dengan

segala fungsi dan peyanannys

n. Ranounan Perkantoran, i1alat bangunan~-bangunan
Laftor atauw bagian dari hangunan dimana dilak
gsanakar  pekeriaan/kegiatan tats usaha dan
atau adminiztrasi 3
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s dalah dzin tempat wsaha untuk perkantar
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Je Fsngusena Ferkartoran, ialab pengusaha  yang
menyediakan Tanilitas perkantoran yang dilak
sanakan denuam tuduan untubk mencari  Keuntung
an dan atsu sebagal mata pesnoaharian.

BAB 11
USAHA PERKAMTORAM

Pasal 2

(13 Usaha perkantoran merupakan suatu usaha yang
menyediakan banguran perkantaran yang diguna
kan untuk suate usaha zesusi dengan pevatur
arn perundangan vang berlakuy )

£33 Usaha perkantoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini pharus memenuvhi persyarat
an wang ditevapkan olet Fepala Daerah.

Fasal 3

Untuk  usaha gperkantoran dilarang menggunakan
barmgunan atau Dagian dari bargunan rumah  tempat
tinggai.

Fasal 4

(13 Setisp Wargas Negare Inconesia atauw Badan

Hulkum  yarg didirikan menurut Hokum  Indone
sia  dan  her kedudabarn di Itdornesia, dapat
mendisilkan usaha payeantaran

(2 Usaha perkantoran yang madalnya patungan
antara MWarga Megara Indonesia dehgan Warga
Negara Asing, bhentubk usahanya harus  bevben
tuk Ferserosarm Terbstas (PT)Y 3
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Ferayvaratan teknik maupun administratif
dalam rendirikan usaha perkantoran akan  oi
tatapnkarn lekit lanjut olen Espala Daevah.,

BAR 111
SYARAT PEMDIRLIAN
BANGUNAN PERKANTORAN

Setizp pendivian berngunan perbkantoran harus
sesuasl derngan peruantukan tanah varng telah di
tetaphkan g

Bangunan sebagaimana aimaksud ayat (1) pasal
imi haruz mespunyval Izin Mendivikan Bangunan
untulk perkantoran yang dJdikeluarkan oleh
Fepala Dasrah ateu Felabat yang ditunjuk

Fetentuan can syarat-svarat bangunan perkan
torarn untuk usaha harue berdasarkan  peratur
an perundangan yang berlaku.

BAER IV
KETENTUAN PER1ZINAN

Pasal =

Setiap usaha perkantoran gi  Kotamadya Dae
rahih  Tirgkat I1 Zurabaya harus  mendapathkan
izin dari kepala Daerah atau Fejabat yang di
tunguk 3

Sebelum mendapat izin usaha tersebut pada
ayat (17 pasal ini pengusaha yang bersanghkut
an  harus memiliki persetujijuen prinsip darvi
Hepala Daerah dan iin-izin lainnya yang
diperlukzan sesgual dengan  ketentuan gan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untub mempercleh izin tersebut dalam pasal &
ayat (1) Feraturan Daerah ini, yarmg bersang-—
kutan haruse mengajukan permchonan  kepada
Kepala Daerabh atau Fejabat yang ditunjuk dan
mamanuhi syarat~syarat ketentuan yang telab
ditetapkan ;

Atas permohonan tersesbut pada ayat (1) pasal
ini dikeluarkan izin setelah mendapatian per
timbangan dari instansgi ataun tim pertimbang
an yang diterntuban cleh Fepala Daerah.



FPasal 8

Izin  Lsann Pervbkantiran agalam Feraturan  Daerah
ini berlaku selana uzahs tersebut mesin berjalan
dengan ketentuan setiap  (limad tahun sekali
dalam rvangka pergawasan dan pengendalian  harus
didaftar wlang.
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€12 Izin usaba yang telan dibsrikan tidak dapat
gipindah tangankan bepada pitak lain kecualid
atas perszebtuinan kepala Daerab ;

(L) Izin wsaha dapat dicabut Jjika pemegang izin
atau peEngusaha  vang  bersangkutan tigdak
mnemenuhi perﬁyaratan vang telah ditetapkan
datam surat izin.

FPasal i0

Untuk memperclebh izin usaha merkantoran kepada
pemchon dikenakan punqutan wang leges dan  atauw
retribusi berdasarkan peraturan peruncangan yandg
berlaku.

Fasal 11

1) Pelaksancan pungutar wang leges atau retri
busi terzebut pada paszal 10 Feraturan daerah
ini dilaksanakan oleh Dimas Fendapatan Dae
rah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya
menurut  tata cara yang ditetapkan cleh
kKepala Daerah ;

(2 Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pasal 10
Peraturan Daerah ini odiseter ke Kas Daerah
sesual ketentuan dan perundang-undangan yang
berlaku.

BAE Vv
KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Fengawasan terhadap pelaksanaan Feraturan
Dagrah ini dilaksamatan secara kKoovrdinatif
oleh instansi terkait dilingkungan Pemerin
tah Fotamadya Daevah Tingkat II Surabaya 3
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Untuk memudahian pengawasan dimakeud pada
avat (1) pasal ini pada setian pemegang izin
diberikan tanda bukti plat izin yang harus
ditempellkan pada cinding pintu masuk  utama
derngan ketinggian & (dua) meter dari dasar
lantail, =sehingga dapat dilihat dan dibaca
oleh umum.

BRAR Vi
KETENTUAN FPIDANA

FPasal 13

Felanggaran terhadap ketentuan dalam Feratur
an Daerah ini diancam Fidama FKuwrungan selama
lamanva 3 (tiga? bulan atau dendse setinggi-
tingginya Fp. SO0.00000 Jlima pulubh  ribu
rupiah) ;

Selain ancaman bukuman dimaksud pada ayat
112 pasal ini dapat dikerakan hukuman tambah
an berupa pencanutan izin dan  penutupan
usaha perkantoran

Tindak picdgana cimaksud ayat 1) pasal ini
adalah tindak pidanz pelanggeran.

BAR Vil
KETENTUAN FENY IDIKAN

Fasal i<

Eelain oleh Fejapat Penyidik Umum, penyidik
ar atss tindak pidana sebagaimana  dimaksud
pasal 13 Peraturan Daerah ini, dilakukan
cleh  Fejabat Fenyidilk Fegawal Neggeri  Sipil
dilingkungan Femerintab Daerah yang penaang—
katannya ditetaplan sesuail dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku

Wewenang Fejabat Fenyidik Fegawai Negeri
€ipil dimaksud pada ayat 1) pasal int
sebagaimana ditetapkan dalam Feraturan Dae
rah Kotamadya Daevat Tingkat 11 Burabaya
Momor 13 Tahun 19387 tentang Fenyidik Pegawal
Negeri 8ipil dilingkungan Pemerintah Kota
madya Daerah Tingkat II Surapaya.
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BRAB  VIII
KETENTUARN LAIN DAN FENUTUF

Fasal s

€12 Fumah tempsc tinggal vang digunakan  untuk
usabhis perksntoran dan wsaha perkantoran pada
lokasi tansh vyveng tidak sesuwal ocengan  perun
tubkar  tarmah herdasarkan Rencamna Tata Ruang

Faok s harus  dikemsalikan  pada furngsinya
cel anbhat~lamzatnya SRME R I dengan Janghka

waktuw O wlima) tanun daril mulai  berlakunya
Peraturar Daerah ini

(2 Kegratan uwsaha perkantoran sebagaRimana di
maksud ayat 1) @1 ini har*us dipindahkan
katempat vang peruntukan tanahnya telah di
tetapkan wuntuk bangurnan perkantoran.

Fasal 1iz

Untuk setiap uvsaha perkantoran yang telah ada
gsebelum berlakunya Peratwan Daerah  ini  dan
telah sesuai dengan peruntukan taznah yang telah
gitetaphkan diwajibbkan melambat—-lamoatnya &
ternami bulan sejak Peratuwran Dasrah ini dinvata
kan berlaku, pengusana perkantoran  harwus me-—
nyesualizan dan  memenuhi  ketentuern  persyaratan
untuk  mendavpatkan  izi Wwsaha sesual dengan
ketentusr Peraturar Daevah ini.

Tidal ftermasuk pengertian usaha perkantoran
dalam Peraturan Daeran ini adaiah  tempat lain
untuk keperntingan umum.

Fazal 1

Hal-hal vang belum cubkup diatur dalam Peraturan
Daerab ini akan diatur lewnih lanjut dengan
Eeputusan Yepala Daerah sepanjang mengenai pelak
Sanaantya.

Pasal i9

Dengan ditetapkannya Peraturan Daeran ini, di
nyatakan dicabut dan tidsk berlare lagi semua
ketentuan yang pernah ditetaphkan sebelumnya
sepanjang beritentangan dengarm FPeraturan  Daerah
ini.
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Fasal 2G

Peraturan Dasrah inil sulai berlaku pada  tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetaihul
Ny, m&n@v-ﬂt hban penqgundangan Feraturan Daerah
ini dengan perempatannya dalam Lembaran  Daerah
tiotamadve Dasvah Tingkat I1 Suwrapaya.

Gurabaya, =9 Agustus 1331,

DEWAN FERWAXILAN RAKYAT DARERAH WAL IKOTAMADYA KEFOALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAMN TINGEAT 11 SURAERAY TINGEAT 11 SURABAYA
Eoe t u a,
tte ttd
SOENJIJOTO, BA dr. H. PDERNOMO KASIDI
Disahkan dengan FEeputusan LGubernur EKeapala Daer zah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 235 Juli 1992 Nomor 263/F Tahun

13392,

A, BUBEENUE HEFGLA DLASrAM TINGKAT I
JARA TIMUR
Dekraetaris Wilayan/laerah

ttd

Drs. SO EDJIITO
Pembina Utama Madym
Nip. Q10 Q15 467

Diundangkan dalam Lembavan Daerabh FKotamadva Daerah
Tingkat II Surabaya Tahum 19392, Sevi U, pada tanggel 14 Sep-—
tember 19332 Nomor 14/0.

AR.m. WALIKOTAMADYA KEFALA DAERAH
TINGEAT II SURARAYA
Sekretaris kotamadya/Daerah

Sal:nan sesual dengan aslinya ttd
Sekretaris Kotamadya/Dzaerah
S T1naPat 1T Surabava Drs. WARDJII1

R e Sl b FPembina Tk.I
ij‘.mmkf;n Vepala/@aﬁan Hubum Nip. 310 019 &44
: : ':‘ ‘. : /\7/ /—

.y 3 e .4" /

A n MDH,/F///P U @, SH

R S St P Ferata

Nip., S10 029 292
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FENJELAS AN
ATAS
PERATURAN DAERAHR KOTAMALDYA DAEREAGH TINGKAT 11 SURABAYA
NOMOF 21 TAHUN 1991

TENTANLG

USAHA FERKANTORAN DI WILAYAH EKOTAMADYHA DAERAH
TINGEAT 11 SURABAYA

PENJELASAN UMUM :

Letak geografis Fotamadya Dagrah Tingkat 11 Surabaya
sebagai kota terbeser kedus di Indonesia  setelah  Jakarta,

sangat strategis, apabilise oilihat peosisi regional. Olen
karena ity kota Surabays telan menetapkan bebijaksanaan peng
arahan, pengembangan kota Surapaye sebagal pusat kegiatan @
industri,perdagangan.maritim dan pendidikan (kota INDAMARDIY.

Dengan pesatnya pertumbuhan dan perkesbsngan usaha di
bidang Jasa dan perkantoran dewasa ini, perliu  Juga diikuti
dengan penataan dan perencanaan peruntukan untuk lokzsl usaha
dibidang Jasa perkantoran, karena usaha ini merupakan kegiat
an  yang menghkonsentrasikan daya sanwvzsia dan dana, serta  di
dalam rangka penataan ruang kota agar lebih efektif, efisien
dan teratur.

Perkembangan yang sangat pesat dari usaha perkantoran
ini memerlukan oerhatian dari Femerintah Daeranh. Uleh karena
itu salah satu upaya Femerintan Daervan untuk mengatasi masa-—
lah ini, perlu dikeluarkan ketentuan yang mengatur tenmtang
usaha perkantoran dengan menuangkannya dalam swatu  Feraturan
Daerah.

Dalam Feraturan Uaerab ini selair diatur hetentuan
tentang perizinan, diatw pula hal-hal yang menyangkut tata
tertib, larangan ketentuan pirdana dar penvidikan.

Dengan ditetapkannya Feraturan Dasvah ini  diharapikan

penataan ruang kota lebih teritinh dan terarah sesuai  pearuntuk
an yang telah ditetaphkan dan mempurnyai: kekuatan bukum.

PENJELASAN PASAL DEMY PASAL

Pasal 1, huruf f

Yarng dimaksud kantor, ialah tem
pat dimana segala kegiatan atauw
peker jaan tata  usaha antara
lairn @ Hantor Bank, Fantor Peng
acara Notarig, Asuransi.

Pagal 2 /0 Fasal 4

£

cukup Jelas

Fasal § ayat <0 Bangunan vy&ang cimaksud dalam
ayat ini adalah barmgunan kantor
harus memenuhi  syarat yangd

gitinjau dari tata letak, tata



Pagal &€ =/d Pasal G

Pagal 17

fasal 18 =s/d Fasal

—
ey}
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ruang, konstruksi penampilan
dan estetikanya sesual dengan
ketentuan dan peratwan  yang
bherlaku.

cukup delas

Yang dimaksud tempat lain untuk
kepentingan umum, ialah tempat
varng digunskan/bkepaentingan Feme
rintah antara lain untulk Kantor
Femerintah dan ataun tempat prak
tek dokter, apotilk, puskesmas
menurut  peraturon perandangan
yang perlabku.

cukup Jelas.



